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JAKARTA — Menteri Koondina-
tor Bidang Politik Hukum dan Ke-
amanan {Menko Polhukam) Mahfud
MD mengaku, pemerintah akan se-
gera mengajukan kembali Rancangan
Undang-Undang Perampasan Aset
Tindak Pidana ke Dewan Perwakilan
Rakvat (DPR). Hal ini dilakukan ka-
rena DPR tidak memasukkan RUU
Perampasan Aset dalam daftar Pro-
1 Nasional (Prolegnas)

}\Lw mehon [w:ugeman lah agar
nanti DPR menganggap ini penting
dalam rangka pemberantasan-ko-
rupsi, agar negara ini bisa selamat,”
kata Mahfud dalam keterangannya
melalul siaran kanal Youtube Ke-
menko Polliukam, Selasa {14{12),

Menko Pothukam menambahkan,
sehenarnva pada zoz1, pemerintah
suclah mengajukandud RULLLedkait
dengan pemberantasin kompsd, vaing
RUU Perampasan Aset Tindak Pida-
na dan RUD Pembatasan Transaksi
Uang Kartal atau Uang Tunai. Na-
mun, dua rancangan itu tidak masuk
dalam prior PR

Meski demikian, Mahfud menu-
murkan, PR dan pemermtah sepakat,

Jika kedua rancangan tersebut tdak

nusuk dalam prioritas parlemen, ha-
mya satu rancangan yvang dipertim-
Kan untuk menjadi prioritas,
vakni RUU Perampasan Aset. “ Waktu
itu ada semacam pengertian secara
lisan saja gifu bahwa oke vang Un-
dang-Undang tentang Ferampasan
Aset Tindak Pidana im bisa dipertim-
bangkan untuk masuk pada 2022,
ujarnya.

Mahfud mengaku optimistis tar-
et penvelesaian RULU Perampasan
Aset p.ld..l tahun depan akan tereapal.
Apalagi, ia telah mendengar pernyva-

taan dari anggota Komisi 111 DPR,
Arsul Sani, vang menvebutkan akan
lehih mu(l.-:hjika RUL tersebut di-
ajukan oleh Presiden. "Nanti DPR
akan segera membahasnva,” tutur
dia.

Lebih jauh ia menjelaskan, RUU

Perampasan Aset Tindak Pidana ini
sebetulnyva sudah pernah dibahas.
Namun, dalam pembahasan sche-
lumnya terganjal satu butir pasal,
vakni terkait denpan pengelolaan aset
tersebut. Menurut dia, saat itu ter-
dapat tiga opsi vang dapat menjadi
pengelola ¢ Ketiganva, vaitu Ru-
mah Benda Sitaan Negara (Rupba-
sandyang berada di bawah Kemen-
terian Hukum dan HAM (Kemen-
kumham), Pusat Pemulihan Aset Ke-
Jaksaan Agung. dan Direktorat Jen-
deral Kekayaan Negara ( DJEN) Ke-
menterian Kenangan { Kemenkeu).

Penyitaan ASABRI

Sementara ita, dalam kasus PT
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Bepublik Indonesia (ASABRI), Ke-
Jjaksaan Agung (Kejakpung ) mengaku
akam menyverahkan sementara penge-
lolaan aset-aset produktif vang disita
ke pihak pemerintah. Direkiur Penyi-
dikan Jaksa Agung Muda Tindak Pi-
dana Khusus (Jam pidsus) Supardi
mengatakin, pengalihanSementara
tersebut dilakukan agar aset-aset
produktif tetap beroperasi dan tak
terbengkalai.

Kata Supardi, timnya saat ini se-
dang berkoordinasi dengan mana-
jemendi PT ASABRL danjuga bebe-
rapa kementerian, ataupun Badan
Usaha Milik Negara { BUMN). Koordi-
nasi terschut, dengan menjadikan
pihak-pihak pemerintah itu, bisa
menjadi otoritas pengelola se mentara
aset-aset sitaan tersebut. ~Jadi, supa-
va intinyva, itu penyitaan tetap mem-
buat perusahaan vang disita it eksis,
biar tetap sustainable (herkelan-
Jutan), begitu,” wjar Supardi di ge-
dung Pidana Khusus (Pidsus), Ke-
jakgung, Jakarta, Selasa.

Supardi menerangkan, aset-aset
sitaan vang produktifl tersebut, seperti
hoteFhotel atanpun pusat-pusat per-
belanjaan, juga unit-unit bisnis vang
disewakan ke pada pihak-pihak lain.
“Jadi, aset-aset seperti itu, supava
mogoek mati, Karvawannya tetap hi-
dup, manajemennya, tetap berpeng-
hasilan. Intinya, biartetap produktif
dlia,” kata Supardi. 8 ed: apuzrabane
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